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ABSTRAK:   bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 

Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang 
menyatakan Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang tugas dan fungsinya 
menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada 
Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan 
dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya; 

 bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan 
Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas 
pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk Tim Pembina 
dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow. 

 
Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow ini adalah:  

 
UU   Nomor   11   Tahun   2008   tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN RI 
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 4843); UU RI Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan LN RI Nomor 4846); UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, LN 
RI Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (LN RI  Tahun  2019 Nomor  183,  Tambahan  LN 
RI 6398); UU RI Nomor    1    Tahun    2015    tentang Penetapan Perpu Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI 
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah,  terakhir  dengan   UU RI  Nomor  6 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Perpu   Nomor   2   Tahun   2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU RI 
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu   Nomor   1   Tahun   2014 Tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 
2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547); UU    RI Nomor    7    Tahun    2017   
Tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 
6109); Perpres RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN 
RI Tahun 2014 Nomor 199); Perpres RI Nomor  33  Tahun  2012  tentang Jaringan 
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (LN RI Tahun  2012 Nomor 82); 
Perpres RI  Nomor  105  Tahun  2018  tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Wewenang, Organisasi, dan Tata   Kerja   Sekretariat   Jenderal   KPU, Sekretariat 
KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (LN RI Tahun 2018 Nomor 



196); Permenkumham RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan 
Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (BN RI Tahun 2013 Nomor 218); 
Peraturan  KPU RI  Nomor  1  Tahun 2015  tentang  Pengelolaan  dan  pelayanan  
Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2015 Nomor 
456); Peraturan  KPU  Nomor  8  Tahun 2019  tentang  Tata  Kerja  KPU KPU 
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana 
diubah dengan, Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan  KPU RI  Nomor  8  Tahun 2019  tentang  Tata  Kerja  KPU, KPU Provinsi, 
dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 201); Keputusan KPU RI 
Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi 
Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan KPU RI Nomor 533/HK.04-
Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan 
Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 
 
Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow 
Nomor: 23/HK.03.1-Kpt/7101/KPU- Kab/V/2021diatur tentang: 
 
1. Membentuk   Tim   Pembina dan Tim Teknis   Jaringan   Dokumentasi  dan 

Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow; 
2. Tugas Tim Pengelola dimaksud pada Diktum KESATU yaitu sebagaimana 

berikut: 
a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap 

dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; 
b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan 

kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, 
akuntabel, transparan, efektif dan efisien; 

c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan 
bidang hukum; 

d. melaksanakan   kegiatan   pengembangan   sumber   daya manusia untuk 
meningkatkan kapasitas tim pengelola; 

e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan; 
f. mengikuti kegiatan pengelolaan JDIH yang diselenggarakan oleh KPU 

Provinsi Sulawesi Utara; 
g. melaksanakan rapat-rapat tentang pengelolaan JDIH; 
h. menyajikan publikasi, dokumentasi dan informasi produk hukum secara 

manual dan berbasis web (JDIH); 
i. melaksanakan sosialisasi kepada stakeholder dan PPK, dan PPS dalam 

Pemilu atau Pemilihan; 
j. menyampaikan laporan pengelolaan JDIH  

3. Pembiayaan atas Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi 
Hukum (JDIH) di bebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara  

 
Catatan:  - Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow ini mulai berlaku pada 

tanggal 6 Mei 2021. 
- Lampiran 1 Halaman. 

 
 


